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A. Latar Belakang Masalah 
 Good Corporate Governance (GCG) menjadi topik yang sering dibahas 
saat ini berkaitan dengan pengelolaan sebuah lembaga, baik lembaga 
pemerintahan maupun lembaga swasta, baik lembaga yang bergerak di bidang 
sosial maupun lembaga yang bergerak di bidang bisnis karena GCG pada 
dasarnya adalah mandatory rule yang wajib dilaksanakan oleh pengelola dalam 
melakukan pengelolaan agar terhindar dari pertanggungjawaban atas kerugian 
yang timbul dalam pengelolaan tersebut. 
 GCG lebih diarahkan kepada korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas 
(PT) khususnya kepada organ direksi dan komisaris karena merekalah yang 
langsung melakukan pengelolaan dan pengawasan usaha demi kepentingan stake 
holder
1
. Berbeda dengan korporasi di masa lalu, yang lebih menekankan hanya 
kepada kepentingan pemilik modal. Sedangkan korporasi sekarang, semua 
pemangku kepentingan harus diperhatikan, seperti karyawan dan masyarakat, 
bukan hanya pemegang saham
2
.  
GCG merupakan suatu prinsip tata kelola  perusahaan yang mencerminkan 
hubungan yang sinergis antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, 
pemerintah, supplier, stakeholder lainnya
3
.  Prinsip GCG adalah konsep mengenai 
tata kelola perusahaan yang baik, dimana penerapan prinsip GCG pada saat ini 
sudah menjadi suatu tuntutan bagi perusahaan-perusahaan untuk tetap eksis dalam 
persaingan global. Untuk terselenggaranya praktik GCG ini perlu diperhatikan 
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prinsip-prinsip pokok GCG yaitu keadilan (fairness), transparansi (transparency), 
dan responsibilitas (responsibility).  
Dalam Perseroan Terbatas (PT), bentuk GCG dapat dilakukan melalui 
pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum dengan 
direksi dan komisaris sebagai pengurus dan para pemegang saham. Hal tersebut 
dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan kewajiban 
untuk mengelola perusahaan secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan 
penuh akuntabilitas
4
. Salah satu aspek penting dalam pelaksanakan ketentuan 
anggaran dasar secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan penuh 
akuntabilitas adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  
  Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(selanjutnya disebut UUPT), yang dimaksud dengan RUPS adalah: 
“organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau  Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU 
ini dan/atau anggaran dasar”. 
 
RUPS merupakan salah satu organ penting perusahaan selain direktur 
dan komisaris. RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham membahas 
segala sesuatu yang berhubungan dengan PT.  Pada undang-undang PT 
sebelumnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 dikatakan bahwa RUPS merupakan 
organ PT yang memiliki kekuasaan tertinggi, akan tetapi ketentuan ini sudah 
dihilangkan setelah adanya undang-undang PT yang baru yaitu Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas. RUPS, direksi, maupun dewan 
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komisaris memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki 
kewenangannya masing-masing.  
Dalam UU PT, GCG telah diadopsi seperti misalnya pada ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan rencana kerja, laporan tahunan, dan 
penggunaan laba sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 63-73. Demikian juga 
hal itu dapat dilihat dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS seperti 
cara atau proses pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78-83. 
Penerapan prinsip GCG dalam korporasi juga merupakan salah satu isu 
penting untuk menarik para pemodal asing ke dalam pasar modal suatu Negara 
karena Penerapan GCG merupakan aspek penting keterjaminan dan perlindungan 
bagi para investor dalam berinvestasi dalam suatu Negara, khususnya dalam aspek 
perlindungan sebagai pemegang saham dan bahkan pemegang saham minoritas 
sekalipun.  
Dalam skipsi ini, penulis secara khusus akan membahas penerapan prinsip 
GCG dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh sebuah 
perusahaan asing (PMA), yaitu P.T. Bali Bias Putih, yang semua pemegang 
sahamnya adalah asing dan dua pemegang saham mayoritasnya berada di luar 
negeri yaitu di Korea. Permasalahan yang akan diangkat penulis dalam menyusun 
skripsi ini adalah “tidak dilaksanakannya prinsip GCG dalam proses 
penyelenggaraan RUPS karena ada kepentingan pribadi direktur dengan cara 
melakukan pemanggilan pemegang saham yang ada di Korea hanya menggunakan 
surat kabar terbitan nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 
(2) UU No. 40 Tahun 2007”.  
  
P.T. Bali Bias Putih (selanjutnya disebut PT BBP)adalah sebuah 
perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 100% sahamnya dimiliki oleh 
Asing dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang 
berkedudukan di  Jl.Jurusan Amlapura, Karangasem, Bali.  
Permasalahan muncul ketika Kuk Bong Yi, selaku Presiden Director PT 
BBP, bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPSLB) untuk melakukan penggantian kepengurusan PT BBP.  Dalam 
RUPSLB tersebut, Bali Bias Putih Korea Co.,Ltd.(selanjutnya disebut BBPK) 
sebagai pemegang saham terbesar tidak hadir sehingga pengambil keputusan 
hanya dilakukan oleh Kyong Hui Kim  selaku pemegang 15% saham dan Chateau 
De Bali Korea Co. LTd (selanjutnya disebut CDBK) selaku pemegang 35% 
saham.  
Sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya wajib mengadakan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) sekurang-kurangnya setahun sekali. Akan tetapi 
dalam beberapa tahun, PT BBP belum mengadakan RUPS tahunan, padahal Kuk 
Bong Yi selaku Presiden Direktur wajib mengadakan RUPS, sekurang-kurangnya  
untuk  menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan 
Keuangan perusahaan.  
RUPS PT BBP itu sendiri sebetulnya harus dilaksanakan untuk tahun buku 
2010 paling lambat tanggal 30 Juni 2011,sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan 
Pasal 78 ayat (2) UUPT. Selain itu, sudah waktunya juga diadakan penggantian 
kepengurusan PT BBP karena waktunya telah lewat.  Berdasarkan pertimbangan 
Kuk Bong Yi selaku Direktur, hal yang mendesak untuk dilakukan segera adalah 
  
melakukan pemanggilan RUPS untuk melakukan penggantian kepengurusan 
mengingat proyek harus segera dilanjutkan. Oleh karena itu Direktur Utama 
melakukan RUPSLB untuk melakukan penggantian kepengurusan PT BBP 
Karena waktu untuk diselenggarakannya RUPS telah lewat. Untuk mengadakan 
RUPSLB, Kuk Bong Yi  selaku Direktur Utama PTBBP seharusnya melakukan 
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui surat 
tercatat karena alamat-alamat pemegang saham sangat jelas tercatat pada 
perusahaan, namun dia tidak melakukan itu, melainkan langsung melakukan 
pemanggilan melalui iklan di Koran Harian Terbit sebanyak dua kali, padahal dia 
tahu pemegang saham mayoritas ada di Korea. 
Pemanggilan pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, namum setelah 
pemanggilan pertama dilakukan, RUPSLB tidak kuorum, lalu  dilakukanlah 
panggilan kedua pada tanggal 5 Agustus 2011. Kedua pemanggilan dilakukan 
melalui pengumuman koran di Harian Terbit, sebuah surat kabar berbahasa 
Indonesia yang terbit secara nasional di Indonesia. Kuk Bong Yi tidak melakukan 
pemanggilan melalui surat tercatat, padahal dua pemegang sahamnya,yakni BBPK 
selaku pemegang saham terbesar PT BBP dan CDBK berdomisili di Republik 
Korea dan mereka tidak memiliki akses terhadap surat kabar Harian Terbit karena 
tidak memiliki kantor cabang di Indonesia. 
Cara pemanggilan yang dilakukan oleh Kuk Bong Yi didasarkan pada 
Anggaran Dasar PT.Bali Bias Putih, yang bunyinya sebagai berikut: “RUPS 
diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para 
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat 
  
kabar”. Berdasarkan ketentuan ini, Direksi memilki opsi untuk menentukan cara 
pemanggilan RUPS, apakah melalui surat tercatat atau iklan dalam surat kabar 
atau kedua-duanya. 
Pada akhirnya BBPK tidak hadir dalam RUPSLB tersebut dan kehilangan 
Hak untuk mengeluarkan suara serta mengambil keputusan rapat. RUPSLB 
berhasil menghasilkan keputusan pengunduran RUPS Tahunan dan Susunan 
Kepengurusan Dewan Direksi PT BBP dan Komisaris yang baru. RUPSLB 
menetapkan  Kuk Bong Yi tetap sebagai satu-satunya direktur dan Kyong Hui 
Kim sebagai satu-satunya Komisaris. 
Hasil RUPSLB dianggap oleh BBPK sebagai rekayasa Kuk Bong Yi agar 
tetap menjadi Direktur Utama padahal masa jabatannya telah berakhir. Keputusan 
RUPSLB ini dianggap cacat hukum dan tidak sah karena Kuk Bong Yi sebagai 
Direktur Utama diduga tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan 
pemanggilan RUPSLB yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga 
panggilan tidak sampai pada BBPK yang menyebabkan BBPK selaku pemegang 
saham terbesar (50%) tidak hadir dan kehilangan hak suara dalam RUPSLB 
karena tidak tahu adanya RUPSLB.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 
permasalahan yang diangkat adalah :  
  
Apakah  prosedur pemanggilan RUPS sebagaimana telah diatur dalam 
Pasal 82 ayat (2) UU no.40 tahun 2007 menunjukkan unsur itikad baik bagi 
Direksi dalam menyelenggarakan RUPS PT Bali Bias Putih? 
 
D. Metode Penelitian  
     1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan 
perundang – undangan dan peneliti ingin meneliti mengenai tinjauan yuridis 
terhadap itikad baik penyelenggaran RUPS untuk pemegang saham yang 
berdomisili di luar negeri. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan 
meneliti peraturan- peraturan yang berlaku, karena penelitian ini akan 




Pemanggilan RUPS yang dilakukan Kuk Bong Yi terhadap 
Pemegang Saham terbesar jelaslah memiliki maksud dan tujuan 
tersembunyi yaitu: 
1) Ada maksud agar Bali Bias Putih Korea Co.ltd. tidak datang dalam 
RUPSLB pertama dan kedua; 
2) Agar quorum turun pada pemanggilan kedua; 
  
3) Agar Kuk Bong Yi tetap menjadi direktur utama sehingga bisa 
mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kemauannya. 
Perbuatan Kuk Bong Yi ini selaku Direktur Utama jelaslah tidak 
mencerminkan Prinsip-Prinsip GCG. Dalam melakukan pengurusan 
Perseroan, Direksi harus melakukan pengurusan dengan menerapkan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 97 ayat (2) UUPT. Pengurusan yang dimaksud tentunya termasuk 
juga dalam hal menyelenggarakan RUPS. Jadi makna GCG dalam hal ini 
adalah bahwa Direksi dalam melakukan pemanggilan harus melakukan 
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